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BAB II

KAJIAN TEORITIK

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritik

yang nantinya akan menunjang dalam analisis data. Beberapa teoritik tersebut

adalah teori aktor, Teori atas-bawah Dan teori good governance, sebagai teori

penunjang dari implementasi kebijakan

A. Studi Aktor

Di dalam pembahasan tentang kebijakan publik, Aktor mempunyai posisi

yang amat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan (institusi)

kebijakan itu sendiri. Interaksi Aktor dan kelembagaan inilah yang kemudian

menentukan proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas

kebijakan dalam makna yang lebih luas. Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah

mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan

publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang

senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam

konteks analisis kebijakan publik.1

Secara lebih makro konsep Anderson adalah diungkap bahwa aktor

kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu

mempunyai konsern terhadap kebijakan. Mereka dapat terdiri dari aktor individu

1Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik
(Yogyakarta: Graha Ilmu: 2011) 36-37
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maupun kelompok yang turut serta dalam setiap perbincangan dan perdebatan

tentang kebijakan publik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna aktor

dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan

penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di

dalam setiap tahapan proses kebijakan publik. Merekalah pada dasarnya yang

menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi

yang di dalam proses interaksi dan interrelasinya cenderung bersifat konfliktif

dibandingkan dengan sifatnya yang harmoni dalam proses itu sendiri.2

Dalam perspektif lain sebagaimana ditegaskan oleh Anderson bahwa

model atau tipe pengambilan kebijakan dikaitkan dengan proses pembahasannya

dalam agenda kebijakan publik dapat dibedakan dalam tiga bentuknya, yaitu pola

kerjasama (bargaining), persuasif (persuasion), dan pengarahan (commanding).

Anderson menegaskan bahwa proses bargaining dapat terjadi dalam tiga

bentuknya yaitu negosiasi (negotiation), saling memberi dan menerima (take and

give) dan kompromi (compromise). Sesungguhnya penjelasan bargaining berakar

pada istilah bahwa jika terdapat dua atau lebih aktor atau kelompok aktor yang

masing-masing memiliki kewenangan dan posisi tertentu tetapi dapat melakukan

penyesuaian (sharing) yang diharapkan dapat terbangun dalam sistem

pembahasannya. Dengan demikian negosiasi menjadi langkah awal untuk

membentuk opini dan mengarahkan aktor untuk melakukan langkah negosiasi.

Setelah proses negosiasi antar aktor terjadi dalam posisi yang berbeda diantara

2 Ibid., 37
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aktor, maka prinsip saling memberikan dan menerima kemudian mewarnai proses

pengambilan kebijakan yang dibahas dalam forum aktor yang terlibat. Pada

akhirnya proses itu akan berujung pada proses kompromistik dimana masing-

masing aktor saling melakukan penyesuaian dengan konsep atau ide aktor yang

lainnya sehingga dapat diputuskan kebijakannya. Hal ini dalam pandangan

anderson dianggap sebagai bentuk bargaining dengan tipe yang eksplisit.3

Model persuasif (persuasion) merujuk pada istilah adanya polarisasi

kelompok aktor untuk meyakinkan (convince) kelompok aktor lain yang turut

bermain untuk menentukan kebijakan publik. Akumulasi proses keyakinan

kelompok aktor tersebut dapat mengubah keyakinan dan nilai serta usulan yang

ditawarkan oleh kelompok yang lain. Pola ini dalam pandangan Anderson banyak

terjadi pada tipe kebajikan yang relatif membutuhkan waktu yang lama untuk

mengubah keyakinan aktor yang saling bertentangan antara satu dengan yang

lainnya. Adanya bentuk komplain dari komunitas masyarakat tertentu dapat

mendekati pola penyesuaian yang dianggap sebagai jalur intervensi persuasi.4

Sementara itu proses pengambilan kebijakan publik dengan menempatkan

adanya pola hierarki yang berlaku antara aktor satu dengan aktor yang lain disebut

sebagai pengarahan (commanding). Pola hubungan dan interaksi antara aktor pada

model ini adalah berkaitan dengan pola perumusan kebijakan yang sangat

3 Ibid., 38
4 Ibid., 38
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struktural, dimana satu kelompok aktor menjadi superordinat dan kelompok yang

lain tentu saja menjadi subordinat.

Dalam proses agenda setting sebagaimana dijelaskan dalam perspektif

siklus kebijakan yang diungkap oleh Gupta, diperoleh keterangan bahwa para

pakar kebijakan memandang dan mengamati agenda setting kebijakan melalui

dua model agenda setting, yaitu baik dalam bentuk pola kekuasaannya maupun

bagi para aktor kebijakan yang terlibat dalam proses tersebut.5

Model yang diungkap di atas adalah tidak lain merupakan model kebijakan

dalam ranah model pluralist dan elitist. Pada model pluralis dalam proses

kebijakan dijelaskan bahwa struktur kekuasaan adalah berada pada kelompok

aktivis warga masyarakat. model ini pada prinsipnya tidaklah membuat adanya

jarak antara elit dan massa rakyat, melalui prinsip hierarki yang ada dalam mana

kelompok elit melakukan pengawasan terhadap berbagai agenda formal.

Kelompok elit politik dalam hal ini memegang otoritas yang cenderung bermotif

piramidal dari atas ke bawah, seperti kelompok elit berada pada puncak

organisasi, sedangkan birokrasi berada di tengah organisasi serta masyarakat

warga mempunyai tempat paling bawah dalam struktur tersebut.6

Pada sisi lain juga dapat dijelaskan bahwa perumusan keputusan juga

sangat berkaitan dengan apa yang diungkap oleh para pakar sebagai kekuasaan

yang sistemik (a systemic power). Stone menjelaskan bahwa dalam kaitannya

5 Ibid., 39
6 Ibid., 39
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dengan teori stratifikasi (stratification theory), perumusan kebijakan

menempatkan suatu sistem yang mana para pejabat publik merumuskan suatu

kebijakan dalam konteks yang secara strategis mempunyai sumber daya yang

amat penting yaitu susunan hierarki (hierarchichally arrange). Oleh karena itu

berkenaan dengan kebijakan publik, maka para pejabat publik keberadaannya

amat bergantung pada kepentingan strata kekuasaan yang lebih tinggi. Stone

menjelaskan bahwa perilaku pejabat publik seperti itu merupakan asumsi dasar

daripada pendekatan kekuasaan sistemik dimana para pejabat publik berusaha

mengejar apa yang menjadi kepentingan mereka yang kemudian menghasilkan

suatu relasi dimana tingkatan jabatan tertinggi akan lebih diuntungkan daripada

kepentingan strata yang paling rendah.7

Dalam pandangan Stoker terutama dengan menggunakan silogisme teori

urban rezim di dalam memahami aktor yang terlibat dalam proses kebijakan

mengungkapkan adanya empat kategori partisipan dalam proses perumusan

kebijakan yaitu kelompok bisnis (business), pejabat terpilih (elected officials),

kelompok organisasi masyarakat dan kelompok buruh (community and labor

organization), serta pejabat teknokrat (technocratic officials). Teori ini kemudian

diperluas oleh Clarke yang menjelaskan lebih detail tentang beberapa tipe rezim

yang relevan dengan basis teori rezim (regime theory) yaitu “entrepreneurial

rezimes, caretaker rezimes, activist (player) rezimes”. Aktor inilah yang kemudian

7 Ibid., 40



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32

menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan dari keseluruhan proses kebijakan

yang ada.8

1. Entrepreneurial rezimes yaitu berdasarkan pada koalisi bisnis dan lembaga

pemilihan, bentuk ibukota-lembaga, pengambilan keputusan dengan metode

tertutup, serta hukum negara sebagai basis utama kelembagaan. Aktor-aktor

yang berinteraksi dengan kelompok bisnis meliputi walikota dan para birokrat

yang memiliki orientasi pertumbuhan dan pembangunan.

2. Dalam rezim dengan model caretaker, basis kelembagaannya adalah pada

referensi warga serta partisipasi dalam bentuknya yang luas yang sengaja

dibangun berdasarkan hukum negara. Beberapa kelompok aktor yang terlibat

dalam model ini adalah Walikota Caretaker, kaum birokrat yang anti

kemapanan, kelompok postmaterialisme dan yang populis, yang masing-

masing berinteraksi dengan kelompok bisnis. Caretaker Walikota, birokrat anti

kemapanan, serta kelompok post-materialist adalah Aktor yang berinteraksi

dengan kelompok bisnis.

3. Rezim aktivis (pemain) yang menggunakan koalisi minoritas, menekankan

pada kebijakan afirmatif, partisipasi warga, lingkungan pemerintah, koalisi

kelompok, serta hukum negara sebagai kelembagaan pokok mereka yang

berbasis para aktivis di lingkungan di mana kebijakan itu dirumuskan. Aktor

yang terlibat dalam konteks ini adalah walikota dengan kelompok minoritas,

kelompok post-materialis yang berinteraksi dengan kelompok bisnis.

8 Ibid 40
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4. Rezim Stewardship menggunakan koalisi kelompok, partisipasi warga, serta

hukum negara sebagai basis kelembagaan mereka dan para aktor yang terlibat

adalah kelompok bisnis dan kelompok populis fiskal serta broker walikota.

5. Pada rezim progresif (progressive rezimes) mereka menggunakan basis

kelembagaan sebagai koalisi pemilihan minoritas, kebijakan “affirmative-

action”, distrik dengan anggota tunggal, pemerintah yang berdekatan, seperti

hukum negara. Pada rezim ini para aktor yang berinteraksi dengan kelompok

bisnis adalah kelompok social justice mayors dan kelompok aktivis.

6. Dan terakhir, yaitu rezim sisi permintaan (demand-side rezimes) yang basis

kelembagaan utamanya adalah organisasi (neighborhood organizations,

single-member district, and state laws). Para Aktor yang terlibat adalah

kelompok caretaker mayors, birokrat yang anti kemapanan, serta kelompok

post-material.

Dengan memperhatikan berbagai ragam dan pendekatan dalam memahami

berbagai Aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, maka konsep dan

konteks aktor adalah sangat terkait dengan macam dan tipologi kebijakan yang

akan dianalisis. Dalam perspektif formulasi masalah kebijakan publik, maka aktor

yang terlibat secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua kelompok besar

yaitu kelompok dalam organisasi birokrasi (the official policy makers) dan yang

lain adalah kelompok di luar birokrasi (un-official policy makers). Anderson.

Demikian pula pandangan Winarno bahwa kelompok yang terlibat dalam proses
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kebijakan publik adalah kelompok formal dan kelompok non formal seperti

badan-badan administrasi pemerintah yang meliputi eksekutif, legislatif maupun

yudikatif, sementara itu kelompok non formal dapat terdiri dari:9

1. Kelompok kepentingan (interest groups), seperti kelompok buruh dan

kelompok perusahaan;

2. Kelompok partai politik;

3. Warga negara individual.

Kelompok besar tersebut jika dianalisis secara lebih detail maka Aktor

kebijakan yang seringkali terlibat dalam proses perundingan dan pengambilan

kebijakan internal birokrasi dapat berupa:10

1. Mereka yang mempunyai kekuasaan tertentu (authoritative);

2. Mereka yang tergolong sebagai partisipan atau aktor tidak resmi.

Yang pertama adalah relevan dengan konsep yang selalu melibatkan tiga

oknum penting di dalamnya yaitu lembaga Legislatif, Eksekutif Dan Yudikatif.

Sedangkan kelompok ke dua adalah mereka yang secara serius seringkali terlibat

di luar kelompok tersebut baik secara langsung mendukung ataupun menolak hasil

kebijakan yang ada. Pada kelompok kedua inilah seringkali wujudnya dapat

9 Ibid., 41-42
10 Ibid., 42



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35

berupa kelompok kepentingan, aktor partai politik, aktor para ahli dan sarjana atau

enterpreneur serta para intelektual yang ada.11

Dalam kaitannya dengan aktor yang terlibat dalam diskusi masalah

kebijakan yang bersifat protektif seperti terhadap kebijakan interaksi regional,

maka Ripley menjelaskan beberapa karakteristik konteks kebijakan yang bersifat

protektif tersebut, seperti pada tabel:

Tabel 2.1 Karakteristik aktor dalam konteks kebijakan12

Tipe
Kebijakan

Aktor Utama
Relasi Antar
Aktor

Stabilitas
Relasi

Tingkat
Konflik
Diantara
Aktor

Kebijakan
yang bersifat
protektif
(protective
policy)

Birokrasi
pemerintah
federal dan pusat,
kelompok
kepentingan
(pengusaha)
kepentingan
konsumen dan
badan kongres

Birokrat
cenderung lebih
dekat dengan
seperangkat
kepentingan yang
saling
berkompetisi.
Relasi antaraktor
berdasarkan
kesepakatan dan
juga
ketidaksepahaman
relasional berbasis
ideology

Tidak
stabil
(unstable)

Sedang
(moderate),
dengan
beberapa
insiden
demonstratif
yang bisa
saja muncul
tiap saat.

Berbagai bentuk kelompok kepentingan tersebut kemudian dalam

praktiknya seringkali dibentuk dan diadakan dengan maksud dan kepentingan

11 Ibid., 42
12 Ibid., 43
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untuk meningkatkan kualitas apa yang diwakilkan kepadanya, sehingga dapat

memberikan kontribusi pada kelompok yang diwakilinya secara lebih optimal.

Kepentingan yang diwakili dalam dimensi organisasi dan kolektivitas dan ekstra

organisasi dapat memberikan nuansa kepentingan yang lebih adaptif ketimbang

kepentingan yang hanya memperhatikan kepentingan diri dan kelompoknya saja.

Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun berbagai desakan kepentingan diberikan

pada proses perumusan masalah kebijakan, maka secara pragmatis

keseluruhannya ditentukan oleh sejauhmana kelompok kepentingan memberikan

tekanan pada otoritas kebijakan dalam perspektif arena kebijakan untuk

menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. Dengan cara seperti ini diharapkan

menjadi referensi di dalam menjembatani ragam kepentingan yang terkait dengan

kebijakan tertentu.13

B. Interaksi Aktor Dalam Implementasi Kebijakan

Selanjutnya, teori elit menegaskan bahwa ialah yang bersandar pada

kenyataan bahwa setiap masyarakat terbagi dalam 2 kategori yang luas yang

mencakup:

1) Sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya

menduduki posisi untuk memerintah

13 Ibid., 44
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2) Sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah.14

Konsep dasar teori yang lahir di eropa ini mengemukakan bahwa di dalam

kelompok penguasa (the ruling class) selain ada elit yang berkuasa (the ruling

elite) juga ada elit tandingan, yang mampu meraih kekuasaan melalui massa jika

elit yang berkuasa kehilangan kemampuannya untuk memerintah. Dalam hal ini,

massa memegang sejenis control jarak jauh atas elit yang berkuasa, tetapi karena

mereka tak begitu acuh dengan permainan kekuasaan, maka tak bias diharapkan

mereka akan menggunakan pengaruhnya.15

Pareto (1848-1923) percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh

sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi

kehadiran mereka pada kekuasaan social dan politik yang penuh. Mereka yang

bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik.

Merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil,

yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.16

Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan

masyarakat yang berbeda itu umumnya dating dari kelas yang sama; yaitu orang-

orang yang kaya dan juga pandai, karena itu menurut pareto masyarakat terdiri

dari 2 kelas: 1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah

14 Sp.Varma, teori politik modern, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010) 197
15 Ibid., 197-198
16 Ibid., 200
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(governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non governing elite), 2) lapisan

yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya

pada elit yang memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bias

menggabungkan kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat

penting.17

Seperti halnya Pareto, Mosca juga percaya dengan pergantian elite.

Karakteristik yang membedakan elite adalah “kecakapan untuk memimpin dan

menjalankan kontrol politik”, sekali kelas yang memerintah tersebut kehilangan

kecakapannya dan orang-orang di luar kelas tersebut menunjukkan kecakapan

yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa

akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Mosca percaya

pada sejenis hukum yang mengatakan bahwa dalam elite yang berkuasa, tidak lagi

mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan

yang diberikannya dianggap tidak lagi bernilai, atau muncul agama baru, atau

terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat

maka perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari.18

Penguasaan minoritas atas mayoritas menurut Mosca dilakukan dengan

cara yang terorganisir, yang menempatkan mayoritas tetap berdiri saja di

belakang, apalagi kelompok minoritas biasanya terdiri dari individu-individu yang

17 Ibid., 200
18 Ibid., 203
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superior. Kalau Pareto menyebutkan kelas politik yang berisikan kelompok-

kelompok sosial yang beraneka ragam, Mosca meneliti komposisi elite lebih dekat

lagi dengan mengenali peran “kekuatan sosial” tertentu. Ekspresi yang

digunakannya bagi “elite bukan pemerintah”nya Pareto, dalam mengimbangi dan

membatasi pengaruh “kekuatan sosial lainnya” Mosca memperkenalkan konsep

“sub-elit” yang pada prakteknya berisikan seluruh “kelas menengah baru” dari

para pegawai sipil, para manajer industry, ilmuan dan mahasiswa serta

menganggapnya sebagi elemen vital dalam mengatur masyarakat. “stabilitas

organisasi politik apapun” tulisnya, “tergantung pada tingkat moralitas,

kepandaian dan aktivitas yang diusahakan oleh kedua ini”19

Mosca menekankan pentingnya apa yang disebutnya sebagai “formula

politik”. Formula politik ini sama dengan “penyerapan”-nya Pareto. Dia percaya

bahwa dalam setiap masyarakat , elit yang memerintah mencoba menemukan

basis moral dan hokum bagi keberadaanya dalam benteng kekuasaan serta

mewakilinya sebagai “konsekuensi yang perlu dan logis atas doktrin-doktrin dan

kepercayaan-kepercayaan yang secara umum telah dikenal dan diterima”.

Formula politik mungkin tidak dapat, dan biasanya memang tidak, membentuk

kebenaran absolut. Biasanya hal itu jarang berupa mitos yang masuk akal yang

dapat diterima oleh masyarkat. Mosca belum siap enerima kenyataan bahwa tak

ada sesuatu pun selain perwakilan sederhana dan jelas yang dengan cerdik diatur

19 Ibid., 204
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oleh kelas penguasa untuk menipu massa kedalam keragu-raguan. Kenyataan

bahwa kebijakan-kebijakan kelas penguasa, meskipun dirumuskan sesuai

kepentingannya sendiri, dikemukaakan dalam bentuk yang sebaliknya dengan

maksud memberikan kepuasan moral dan hokum yang terkemas didalamnya.

Menurut Mosca, suatu masyarakat tentu membutuhkan dan mendambkan suatu

perasaan yang dalam akan pemenuhan tuntutan manusiawinya baru orang yang

diperintah atas dasar beberapa prinsip moral dan bukan sekedar dengan paksaan

fisik. Inilah faktor yang mendukung pengintegrasian lembaga-lembaga politik,

rakyat dan peradaban. Oleh karenanya Mosca memahaminya sebagai suatu

instrument kohesi moral.20

Menurut Larry Diamond, pendekatan kontingensi elite telah jauh

meninggalkan elemen struktur kesempatan dan jalinan berbagai elemen social

politik yang bekerja sepanjang sejarah dan yang mestinya bias diprediksi

sebelumnya. Sementara itu, dalam pandangan Sydney Tarrow pendekatan tersebut

mengabaikan elemen mobilisasi aksi kolektif massa. Torres kemudian

membangun argument bahwa demoratisasi dapat dilihat dari lingkaran mobilisasi

dan interaksi strategis antara elite dan massa yang saling memperkuat “struktur

kesempatan” dalam masyarakat politik dan sipil. Struktur kesempatan inilah bias

20 Ibid., 204-205
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muncul menjadi sebuah “kekuatan pendorong” bagi aktor-aktor oposan untuk

melawan rezim.21

Penekanan yang berlebihan pada variable transaksi elite dalam proses

transisi telah menimbulkan kritik karena mengabaikan dimensi struktur ekonomi-

politik dan kultural yang melingkupinya. Dalam realitasnya, interaksi politik di

masa tidak berhenti pada kebutuhan untuk membangun model-model transaksi

elite, namun ditandai oleh peran penting legitimasi demokrasi dalam interaksi

kepentingan antar berbagai aktor.22

Linz dan Stephan (1996) menyebutkan bahwa arena polity ditandai oleh

kehadiran empat aktor utama: pertama, the state yang dalam beberapa literatur

ditempatkan sebagai public agency. Kedua, political society, yang di dalamnya

terdapat partai politik. Ketiga, economic society, yang selalu bergerak dalam

logika-logika kapital dan pasar. Keempat, civil society, yang memiliki

karakteristik keswadayaan (voluntarisme) dan mandiri dari pengaruh Negara.23

Meminjam kerangka pemikiran Tornquist, Erawan menyebutkan bahwa

ada dua prasyarat penting dalam proses representasi: pertama, perubahan konsepsi

tentang Negara dari arena politik elitis yang terputus dengan agenda keseharian

rakyat menjadi ranah publik yang dibentuk untuk mengabdi kepada rakyat dan

21 R.Siti Zuhro, Ari Dwipayana, Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam Demokratisasi
(Ombak, Yogyakarta, 2009) 19
22 Ibid 19
23 Ibid 19
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menjamin keadilan. Kedua, pemaknaan baru tentang Rakyat menjadi demos.

Ketiga, berkenaan dengan formalistic representation, Hannah Pitkin(1967)

menyatakan perlunya menghadirkan kembali peran masyarakat agar suara, opini

dan perspektif mereka dapat mewarnai proses pembuatan dan pelaksanaan

kebijakan public. Menurut Pitkin, untuk menghadirkan kembali formalistic

representation tersebut dapat dilakukan dalam dua dimensi, yakni authorization

dan accountability. Keempat, dalam hal representasi alternative perlu dilakukan

upaya penguatan basis legitimasi, pengorganisasian dan evektivitas serta

pembangunan sinergitas dengan lembaga representasi politik formal.24

Selain Tornquist, beberapa kerangka analisis yang disampaikan oleh Linz

dan Stephan dan Diamond  bergerak ke luar dari kuadran transaksi agen-elit

dengan mengemukakan lima arena yang harus berjalan simultan dalam proses

konsolidasi demokrasi. Pertama, masyarakat politik yang relatif mandiri dan

bermakna. Kedua, tumbuhnya kehidupan masyarakat yang bebas, mandiri dan

semarak. Ketiga birokrasi yang bias dipakai oleh pemerintahan demokratis yang

baru. Keempat, harus ada rule of law yang memberikan jaminan legal bagi

kebebasan Warga Negara dan kehidupan asosiasional yang independen. Kelima,

institusionalisasi masyarakat ekonomi yang menjadi jembatan bagi Negara dan

pasar.25

24 Ibid 21-22
25 Ibid 22
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Dengan meminjam kerangka Tornquist, Linz, Stephan dan Diamond di

atas, studi ini memusatkan perhatian pada interaksi antar aktor dalam dua arena

utama: pertama, interaksi di arenanya masing-masing (micro politics). Kedua,

interaksi antar aktor dalam arena yang lebih luas (macro politics). Salah satu

arena penting yang bias digunakan untuk melihat lebih jauh ketelibatan aktor-

aktor dalam arena yang lebih luas adalah proses kompetisi politik dan pembuatan

kebijakan publik.26

C. Karakteristik Interaksi Aktor

Interaksi yang terjadi umumnya berbentuk kerjasama (cooperation) dan

bahkan pertikaian atau pertentangan (competition). Gillin dalam Soekanto

menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya

interaksi sosial yaitu:

Proses interaksi assosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk:

1. Kerjasama (corporation)

2. Akomodasi (accomodation), yang terbagi dalam coercion,

compromise, arbitration, mediation, concilitation, toleration,

stalemate, adjudication.

3. Asimilisasi (Assimilation)

26 Ibid
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Sedangkan proses interaksi disosiatif terbagi dalam bentuk-bentuk:

1. Persaingan (competition)

2. Kontravensi (contravension)

3. Pertentangan, pertikaian (conflict)

Interaksi dalam proses asosiatif diwujudkan dalam bentuk kerjasama

maupun persetujuan. Menurut para Sosiolog, bentuk interaksi paling utama adalah

kerjasama diantara orang perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha

bersama untuk mencapai tujuan bersama.27

Bentuk interaksi lainnya yang termasuk dalam proses asosiatif adalah

akomodasi (accomodation). Bentuk ini pada dasarnya adalah upaya dalam

mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu

dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi yang

terlibat didalamnya.28

D. Tipologi Interaksi Aktor

Menurut Stone terdapat 4 (empat) tipe interaksi dalam penggunanan

kekuasaan antar institusi yaitu:

27 Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik
(Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011)50
28 Ibid., 51
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1. Decisional, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau

wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat

untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan

adalah untuk menetapkan pilihan pilihan akhir kebijakan. Interaksi ini

juga dapat terjadi karena adanya kelompok kepentingan seperti bisnis

yang secara langsung memberikan dukungan kepada pihak atau

kelompok tertentu seperti pada saat pemilihan umum atau kampanye.

2. Anticipated reaction, interaksi yang bersifat langsung namun yang

terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya

pada situasi tertentu.

3. Nondecision making, interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok

yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi

tipe ini juga dapat melibatkan pihak ke tiga atau eksternal untuk

mendukung salah satu aktor kebijakan. Pengaruh eksternal ini menjadi

bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit.

4. Systemic, interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh system

seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasikan

melalui perilaku elit/ pejabat yang berpihak kepada kelompok

kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan

dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menempatkan pejabat

public pada posisi tengah. Interaksi tidak langsung ditandai terjadinya

interaksi antara kelompok kepentingan yang berusaha untuk
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mempengaruhi elit kebijakan dengan tujuan agar kepentingannya dapat

menjadi pilihan kebijakan, namun di satu sisi, penggunaan dukungan

kelompok kepentingan dinilai strategis oleh elit kebijakan untuk

memperkuat prioritas pilihan kebijakannya.29

E. Implementasi Kebijakan Teori Atas-Bawah

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam

proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan

sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak

kebijakan yang baik, yang mampu dibuat oleh pemerintah, baik yang dirumuskan

dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam negeri, maupun dengan

menggunakan tenaga ahli dari luar negeri, tetapi kemudian ternyata tidak

mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak

mampu atau tidak dilaksanakan.30

Teori atas-bawah adalah salah satu teori yang mengasumsikan bahwa

implementasi kebijakan mulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah

pusat. Persons menunjukkan bahwa studi ini didasarkan pada “model kotak

hitam” proses kebijakan yang terinspirasi oleh analisis sistem. Analisis ini

mengasumsikan hubungan sebab akibat langsung antara kebijakan dan hasil yang

29 Ibid., 55-56
30 Said, Zainal Abidin, Kebijakan Publik (Salemba Humanika,Jakarta 2012)145
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diamati dan cenderung mengabaikan dampak pelaksana pada penyampaian

kebijakan. Pendukung teori atas-bawah pada dasarnya mengikuti pendekatan

perspektif yang menafsirkan kebijakan kebijakan sebagai faktor-faktor input dan

implementasi sebagai faktor-faktor output. Karena penekanan mereka pada

keputusan pembuat kebijakan pusat, De Leon menjelaskan pendekatan atas-bawah

sebagai “fenomena elit yang berkuasa”. Penulis berikut adalah para sarjana klasik

atas-bawah: Pressman dan Wildavsky31

Karya awal Pressman dan Wildavsky mengikuti model pendekatan

rasional. Mereka mulai dari asumsi bahwa tujuan kebijakan ditetapkan oleh

pembuat kebijakan pusat. Dalam pandangan ini, penelitian implementasi

ditinggalkan dengan tugas menganalisis kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, mereka melihat implementasi sebagai “Interaksi antara penetapan

tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya”. Keduanya

menggarisbawahi hubungan linier antara tujuan kebijakan yang disepakati dan

implementasinya. Oleh karena itu, implementasi menyiratkan terbentuknya

prosedur birokrasi yang memadai untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan

seakurat mungkin. Untuk tujuan ini,  lembaga pelaksana harus mempunyai

sumber daya yang cukup, dan perlu ada system hirarkis tanggung jawab dan

kontrol yang jelas untuk mengawasi tindakan pelaksana.32

31 Frank Fischer, Gerald J. Miller Handbook Analisis Kebijakan Publik, (Bandung : Nusa
Media : 2015), 130
32 Ibid., 130



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48

F. Good Governance

Istilah governance dan good governance semakin kerap digunakan dalam

literatur pembangunan. Konsep pemerintahan bukan konsep baru dalam kajian

politik pemerintahan. Istilah itu setua peradaban manusia. Sederhananya,

governance berarti proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan

diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Istilah pemerintahan dapat

digunakan untuk menjelaskan tata kelola kekuasaan dalam organisasi atau

lembaga sosial, politik, ekonomi seperti tata kelola perusahaan, pemerintahan

internasional, pemerintahan nasional, dan pemerintahan lokal. Pemerintahan

adalah proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan

diimplementasikan, analisis pemerintahan berfokus pada aktor formal dan

informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan

yang dibuat dan struktur formal dan informal yang telah diatur.33

Pemerintahan lokal/ daerah yang menjalankan kebijakan desentralisasi

menanggapi tanggung jawab baru dan sumber daya baru. Grindel menjelaskan

desentralisasi mengarah pemerintah menjadi lebih baik dan dalam beberapa kasus

pemerintah daerah gagal menjadi baik. Pemerintah yang baik adalah pemerintah

yang menjalankan tata kelola pemerintahan berdasar pada prinsip-prinsip yang

33 Siti Aminah, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, (Jakarta: Kencana: 2014), 265-
266
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menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan secara

inklusif.34

Definisi good governance yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) berarti manajemen yang dijalankan dengan kompeten

untuk mengurus sumber daya negara secara terbuka, akuntabel, adil, dan responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. secara konseptual, good governance artinya

adalah serangkaian proses pengelolaan pemerintahan yang melibatkan semua

stakeholder yang ada di daerah dan pendayagunaan sumber daya alam, keuangan

serta manusia untuk kepentingan semua pihak (pemerintah, swasta dan rakyat)

dalam cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, persamaan,

efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.35

Prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 1) Good governance

fokus pada pencapaian tujuan organisasi dan perbaikan bagi masyarakat pengguna

layanan publik; 2) Good governance untuk meningkatkan fungsi dan peran

pemerintah secara efektif dan jelas; 3) Good governance mempromosikan nilai-

nilai baik yang dapat memperbaiki perilaku organisasi; 4) Good governance

terikat dengan pembuatan informasi, keputusan transparan dan dalam mengelola

resiko; 5) Good governance untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas

34 Ibid., 266
35 Ibid., 266-267
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badan-badan pemerintahan supaya efektif; 6) Good governance melibatkan para

pemangku kepentingan dan membuat akuntabilitas menjadi nyata.36

Pada dasarnya good governance terdiri dari tiga unsur pokok yaitu

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai berikut. a) transparansi:

dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses, lembaga informasi secara

langsung dapat diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan, b) partisipasi:

setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara

langsung amupun melalui intermediasi institusi terlegitimasi yang mewakili

kepentingannya, dan c) akuntabilitas: pertanggungjawaban pejabat terhadap

masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan

mereka.37

36 Ibid., 270
37 Luluk Faujiyah, Skripsi “Politik Anggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa” Uinsa 2013, 52


